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1.1.

1.1.1.

BAB 1
PENDAHULUAN

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Dinas

Perhubungan

Maksud penyusunan laporan keuangan adalah sebagai berikut :

1.

Laporan keuangan Dinas Perhubungan di susun untuk
menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan
dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan
Kota Bukittinggi selama Tahun Anggaran 2018. Laporan
Keuangan Dinas Perhubungan terutama digunakan untuk
membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan
anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan,
menilai efektivitas dan efisiensi Dinas Perhubungan Kota
Bukittinggi dan membantu menentukan ketaatannya terhadap
Peraturan Perundang-Undangan.
Dinas Perhubungan mempunyai kewajiban untuk melaporkan
upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai
dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur
pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:
a) Akuntabilitas
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta
pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Dinas
Perhubungan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan
secara periodik.
b) Manajemen
Membantu para pengguna laporan keuangan untuk
mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas Perhubungan
dalam suatu periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi
perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh
aset, kewajiban dan ekuitas dana untuk kepentingan

masyarakat.
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c)

d)

Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur
kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa
masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka
dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Dinas
Perhubungan dalam pengelolaan sumber daya yang
dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada Peraturan
Perundang-Undangan.

Keseimbangan Antargenerasi (intergenerational equity)
Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah
penerimaan pada periode laporan cukup untuk membiayai
seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi
yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban

pengeluaran tersebut.

1.1.2 Tujuan Pelaporan Keuangan

1.

Pelaporan KeuanganDinas Perhubungan menyajikan informasi

yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai

akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi,

sosial, maupun politik dengan:

a)

b)

d)

Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan
periode Dberjalan cukup untuk membiayai seluruh
pengeluaran.

Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh
sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan
anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-
undangan.

Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya
ekonomi yang digunakan dalam  kegiatan Dinas
Perhubungan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
Menyediakan informasi mengenai bagaimana Dinas
Perhubungan mendanai seluruh  kegiatannya dan

mencukupi kebutuhan kasnya.
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e) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan
kondisi Dinas Perhubungan berkaitan dengan sumber-
sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka
panjang.

f) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi
keuangan Dinas Perhubungan, apakah mengalami kenaikan
atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan
selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, Laporan Keuangan

Dinas Perhubungan menyediakan informasi mengenai

pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban dan ekuitas

dana Dinas Perhubungan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Dinas

Perhubungan

Pelaporan keuangan Dinas Perhubungan diselenggarakan

berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur

Keuangan Daerah, antara lain:

1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
Dan Retribusi Daerah;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
(FKTP);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta Perubahannya
Terakhir dirubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang
Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27Tahun 2013 tentang
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual
pada Pemerintah Daerah;

Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 07 Tahun 2008
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 43 Tahun 2013 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 19
Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota
Bukittinggi;

Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2018
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2019.
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1.3.

21. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 43 Tahun 2018 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2019.
22. Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-370-2018 tentang

Pendelegasian Kewenangan Kepada Kepala Satuan Kerja

Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna

Barang di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun

Anggaran 2019

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Dinas

Perhubungan

Bab 1 Pendahuluan

1.1.

1.2.

1.3.

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan
Dinas Perhubungan
Landasan Hukum penyusunan Laporan Keuangan
Dinas Perhubungan
Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Dinas Perhubungan.

Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target

kinerja APBD

2.1.
2.2.
2.3.

Ekonomi makro
Kebijakan keuangan

Indikator pencapaian target kinerja Dinas Perhubungan

Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Dinas Perhubungan

3.1.

3.2.

3.3.

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
Dinas Perhubungan

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian
target yang telahditetapkan.

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian

belanja Tahun 2017 pada Dinas Perhubungan

Bab IV Kebijakan akuntansi

4.1.

Entitas akuntansi/entitas pelaporan Keuangan Daerah

Dinas Perhubungan
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4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan
keuangan Dinas Perhubungan.

4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan
keuangan Dinas Perhubungan

4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan
ketentuan yang ada dalam standar akuntansi
pemerintahan pada Dinas Perhubungan.

Bab V Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan Dinas Perhubungan

5.1. Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos
pelaporan keuangan Dinas Perhubungan
5.1.1. Pendapatan - LRA
5.1.2. Belanja
5.1.3. Pendapatan — LO
5.1.4. Beban
5.1.5. Aset
5.1.6. Kewajiban
5.1.7. Ekuitas dana

5.2. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang
timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas
pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan
penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas
pelaporan yang menggunakan basis akrual Dinas
Perhubungan

Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan Dinas
Perhubungan

Bab VII Penutup
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BAB II
EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah

Perkembangan berbagai indikator ekonomi makro yang terjadi
di daerah menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi
ekonomi masyarakat, perusahaan, dan pasar. Secara umum
Indikator ekonomi makro dapat digunakan untuk menganalisis cara
terbaik untuk mempengaruhi target-target kebijaksanaan seperti
pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga dan tenaga kerja. Indikator
ini juga dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membantu
pengembangan dan evaluasi kebijakan ekonomi.

Dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok
kebijakan fiskal 2017 merupakan penjabaran arah dan strategi yang
ditempuh pemerintah untuk merespon dinamika perekonomian, dan
menjawab tantangan serta isu strategis untuk mendukung
pencapaian target sasaran pemerintah.

Gambaran perkembangan ekonomi makro secara tidak
langsung merupakan gambaran prestasi pemerintah dalam
menciptakan kesejahteraan masyarakat. Untuk melihat indikator
ekonomi makro daerah dapat dilihat antara lain dari PDRB,
pertumbuhan ekonomi, PDRB perkapita, laju inflasi, tingkat

pengangguran, dan IPM sebagaimana uraian di bawah ini.

2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi
perekonomian Kota Bukittinggi dapat digambarkan dari data Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB). Besaran PDRB Kota Bukittinggi
digunakan sebagai indikator dalam menilai kinerja perekonomian
Kota Bukittinggi pada suatu periode tertentu, terutama yang
dikaitkan dengan kemampuan Kota Bukittinggi dalam mengelola
sumber daya yang dimiliki. PDRB juga dapat digunakan untuk

mengetahui nilai produk yang dihasilkan oleh seluruh faktor
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produksi,

besarnya laju pertumbuhan ekonomi

perekonomian pada satu periode di Kota Bukittinggi.

Tabel 2.1

PDRB Kota Bukittinggi Atas Dasar Harga Konstan
piah) Tahun 2013-2017

Menurut Lapangan Usaha (Juta Ru

dan struktur

2013 2014 2015 2016 2017
No LAPANGAN USAHA
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
1| Pertanian, Kehutanan, 62.852,2 65.029,8 66.735,5 67.922,8 69.420,9
dan Perikanan
2 | Pertambangan dan 128,7 126,5 125,8 125 124.4
Penggalian
3 | Industri Pengolahan 345.281,4 358.082,8 369.144,1 373.467,8 376.397,4
4 g‘:;gadaan Listrik dan 31.017,9 33.471,3 34.132,1 39.249,2 41.303,9
5 Pengadaan Air,
Pengelolaan Sampah, 7.291,2 7.318,0 7.656,8 7.023,3 8.216,4
Limbah dan Daur
Ulang
6 | Konstruksi 282.104,1 295.207,1 312.926,8 331.162,9 359.860,6
7 Perdagangan Besar
dan Eceran; Reparasi 1.397.993,1 | 1.501.989,4 | 1.598.470,2 | 1.699.443,9 | 1.802.831,8
Mobil dan Sepeda
Motor
8 | Transportasi dan 476.307,2 507.448,1 545.167,3 584.086,7 638 262.1
Pergudangan
9 | Penyediaan Akomodasi 188.882,3 203.479,6 220.500,5 235.735,8 253.442,6
dan Makan Minum
10 | Informasi dan 326.688,8 348.117,7 376.058,6 402.406,5 439.185,5
Komunikasi
11 | Jasa Keuangan dan 260.162,3 277.515,6 288.410,5 313.318,3 313.463,2
Asuransi
12 | Real Estat 150.936,2 159.133,6 167.519,9 175.762 183.495,5
13 | Jasa Perusahaan 30.836,4 32.074,9 33.461,3 34.876,7 36.702,3
14 | Administrasi
Pemerintahan, 267.142,7 270.863,5 281.454,2 292.374,7 304.946,8
Pertahanan dan
Jaminan Sosial Wajib
15 | Jasa Pendidikan 209.062,2 222.940,3 239.477,9 257.079,6 279.445,5
16 | Jasa Kesehatan dan 129.345,2 139.852,9 151.302,3 163.489,3 177.876,4
Kegiatan Sosial
17 | Jasa lainnya 158.391,6 168.813,7 179.989,2 190.850,5 198.622,9
PDRB 4.324.423,6 | 4.591.464,7 | 4.872.533,2 | 5.169.275,9 | 5.483.598,4

Sumber: Kota Bukittinggi Dalam Angka 2018

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa PDRB atas dasar harga

konstan dari tahun 2013-2017 untuk sektor pertanian, sektor

Industri Pengolahan, Sektor listrik, gas dan air bersih,

Konstruksi,

sektor Perdagangan,

Hotel

dan Restoran,

sektor

sektor

Angkutan dan Komunikasi, sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa

Perusahaan dan sektor Jasa-jasa mengalami kenaikan, sedangkan

sektor

pertambangan dan penggalian mengalami

penurunarn.

Terjadinya peningkatan atau menurunnya kontribusi masing-masing

Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi
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2.1.2

sektor ekonomi yang berperan dalam pembentukan PDRB Kota
Bukittinggi disebabkan antara lain karena terjadinya pergeseran
dalam struktur perekonomian masyarakat di Kota Bukittinggi.
Seiring dengan perkembangan pembangunan di Kota Bukittinggi,
masyarakat mencoba mencari alternatif-alternatif baru yang
mungkin bisa dikembangkan, hal ini akan terus berlanjut sesuai
dengan tingkat kemampuan serta tradisi masyarakat itu sendiri.
Kemudian jika dilihat dari nominal PDRB atas dasar berlaku
mengalami peningkatan yaitu dari Rp4.324.423,6 juta pada tahun
2013 menjadi RpS5.483.598,4 juta pada tahun 2017 Walaupun
kenaikannya cukup besar, namun kenaikan tersebut belum bisa
dikatakan terjadi peningkatan siknifikan, karena di dalamnya masih

terdapat pengaruh inflasi.

Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi pada tahun 2017
sebesar 6,20% dan diperkirakan pada tahun 2018 sebesar 6,38%.
Pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi
diasumsikan sebesar 6,50%. Angka ini sedikit terkoreksi dari
perkiraan pada tahun 2017. Pertumbuhan sektor-sektor ekonomi
pada tahun 2019 diproyeksikan masih sama dengan tahun 2017 dan
2018 dimana tidak semua sektor mengalami pertumbuhan yang
positif. Sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur
ulang, sektor pertambangan dan penggalian, serta sektor jasa
perusahaan mengalami pertumbuhan yang negatif. Sedangkan
sektor perdagangan, hotel dan restoran yang merupakan potensi
unggulan Kota Bukittinggi.

Dukungan perekonomian nasional yang cukup baik serta
investasi di Kota Bukittinggi yang juga akan tumbuh dengan adanya
peningkatan belanja modal pemerintah daerah untuk memperbaiki
infrastruktur kota dan fasilitas umum lainnya diharapkan akan
menjadi nilai tambah yang mampu berkontribusi besar dalam
pertumbuhan PDRB pada tahun 2019. Berkembangnya pariwisata di

Kota Bukittinggi juga diharapkan mampu meningkatkan kontribusi
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berbagai sektor utama perdagangan besar dan eceran, transportasi
dan pergudangan, informasi dan komunikasi, penyediaan akomodasi
makan dan minum, jasa keuangan dan ansuransi serta industri
pengolahan yang merupakan tulang punggung perekonomian Kota

Bukittinggi.

2.1.3 PDRB Perkapita

PDRB sebagai ukuran produktifitas mencerminkan seluruh
nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah dalam satu
tahun. PDRB Kota Bukittinggi atas dasar harga berlaku pada tahun
2016 tercatat sebesar 6.749,7 Milyar Rupiah. Angka ini mengalami
kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2015 yang mencapai
6.141,5 Milyar Rupiah.

Sementara itu PDRB Kota Bukittinggi atas dasar harga
konstan untuk tahun 2016 dimana tahun dasar yang digunakan
adalah tahun 2012 juga mengalami kenaikan dibandingkan dengan
tahun 2014. Jika pada tahun 2015 PDRB Kota Bukittinggi atas
dasar harga kontan tercatat sebesar Rp. 4.873,7 Milyar Rupiah
maka pada tahun 2016 meningkat menjadi 5.168,023 Milyar
Rupiah. Dengan kata lain bahwa terjadi pertumbuhan ekonomi

sebesar 6,05%.

Tabel 2.2.
Perkembangan Kontribusi Sektor PDRB Tahun 2012 s.d. 2016
Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Harga Konstan (ADHK)
Kota Bukittinggi

2012 2013 2014 2015 2016
No Kategori Hb Hk Hb Hk Hb Hk Hb Hk Hb Hk
% % % % % % % % % %
Pertanian,
1. | Kehutanan, dan 1,58 1,55 1,49 1,45 | 1,46 | 1,42 | 1,42 | 1,37 | 1,38 | 1,31
Perikanan
o, | Pertambangan dan 0,00 | 0,003 | 0,00 | 0,003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Penggalian
3. | Industri Pengolahan | 8,20 8,19 7,76 | 798 | 7,27 | 7,80 | 6,80 | 7,57 | 6,56 | 7,23
4, | Pengadaan Listrik 0,54 0,74 0,45 | 0,72 | 0,52 | 0,75 | 0,66 | 0,73 | 0,70 | 0,76
dan Gas
Pengadaan Air,
5. | Pengelolaan 0,16 0,17 0,15 | 0,17 | 0,15 | 0,16 | 0,15 | 0,16 | 0,15 | 0,15
Sampah, Limbah
dan Daur Ulang
6. | Konstruksi 6,43 6,37 6,59 | 6,52 | 6,40 | 6,43 | 6,41 | 6,41 | 6,22 | 6,41
7. | Perdagangan Besar 32,39 | 32,40 | 32,23 | 32,32 | 32,71 | 32,7 | 33,5 | 32,82 | 33,5 | 32,7
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2012 2013 2014 2015 2016
No Kategori Hb Hk Hb Hk Hb Hk Hb Hk Hb Hk
% % % % % % % % % %
dan Eceran; 1 1 9 8
Reparasi Mobil dan
Sepeda Motor
g. | Transportasi dan 10,49 | 10,904 | 10,78 | 11,01 | 10,05 | L0 | 108 | 1y 16 | 10,6 | 113
Pergudangan 5 3 6 0
Penyediaan
9. Akomodasi dan 4,43 4,26 4,74 4,38 4,93 4,43 5,44 4,52 5,74 4,58
Makan Minum
10, | Informasi dan 7,18 7,63 6,61 | 7,55 | 6,59 | 7,58 | 597 | 7,72 | 595 | 7,83
Komunikasi
11, | Jasa Keuangan dan 5,95 5,86 6,15 | 6,02 | 6,16 | 6,04 | 6,12 | 593 | 6,23 | 6,06
Asuransi
12. | Real Estate 3,51 3,52 352 | 3,49 | 3,51 | 3,47 | 3,57 | 3,44 | 3,59 | 3,40
13. | Jasa Perusahaan 0,72 0,73 069 | 0,71 | 0,67 | 0,70 | 0,68 | 0,69 | 0,67 | 0,67
Administrasi
Pemerintahan,
Pertahanan dan 6,91 6,38 6,77 | 6,18 | 6,47 | 590 | 6,19 | 5,77 | 6,15 | 5,66
Jaminan Sosial
Wajib
Jasa Pendidikan 4,80 4,73 5,13 | 4,83 | 5,24 | 4,85 | 529 | 4,91 | 5,39 | 4,97
Jasa Kesehatan dan | = 5 ¢ 2,95 | 3,12 | 2,99 | 3,11 | 3,05 | 3,08 | 3,10 | 3,07 | 3,16
Kegiatan Sosial
Jasa lainnya 3,65 3,58 3,83 | 366 | 3,8 | 3,68 | 3,80 | 3,69 | 3,94 | 3,71
PDRB 100,00 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100 | 100 | 100 100 | 100

Sumber: BPS Kota Bukittinggi

Selama kurun 5 tahun terakhir yakni mulai tahun 2012
sampai dengan tahun 2016 besaran PDRB ADHB menunjukkan
peningkatan yang cukup signifikan. Namun peningkatan ini lebih
dipengaruhi oleh peningkatan harga barang dan jasa pada masing-
masing kegiatan ekonomi, sehingga diperlukan suatu pengkajian
dengan mempertimbangkan besaran PDRB Atas Dasar Harga
Konstan (ADHK) dalam kurun waktu tersebut. PDRB ADHK Kota
Bukittinggi pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, berturut-
turut pada besaran yang relatif stabil. Dilihat dari kondisi ini berarti
potensi ekonomi di Kota Bukittinggi lebih dipengaruhi oleh
perkembangan harga dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi.

Kondisi perekonomian yang baik, idealnya adalah apabila
angka pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dibanding dengan
perkembangan harga atau besaran PDRB ADHK berada diatas PDRB
ADHB. Namun pada kenyataannya sejak tahun 2012 sampai dengan
2016 besaran PDRB ADHK berada di bawah besaran PDRB ADHB.
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Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara makro potensi
ekonomi di Kota Bukittinggi masih dalam tahap berkembang
sebagaimana yang terjadi pada hampir seluruh daerah di Provinsi
Sumatera Barat bahkan di tingkat nasional. Sementara itu, tingkat
pendapatan masyarakat dapat ditunjukan oleh PDRB yang dapat
menggambarkan tingkat kemajuan perekonomian pada suatu
daerah. Tingkat pendapatan perkapita dibandingkan dengan laju
inflasi akan menunjukkan seberapa besar kekuatan daya beli
masyarakat di Kota Bukittinggi. Hal ini bisa dikatakan jika
pertumbuhan pendapatan diasumsikan sama dengan kesejahteraan
masyarakat maka gap antara pertumbuhan pendapatan dengan
tingkat inflasi menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat
secara umum.

Tabel 2.3.
Pertumbuhan Kontribusi Sektor PDRB

Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan Atas Dasar Harga Berlaku

(ADHB) Tahun 2016

Pertumbuhan
NO Kategori
Hk Hb

1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 1,80 6,29
2. Pertambangan dan Penggalian -0,61 -3,54
3. Industri Pengolahan 1,17 6,06
4. Pengadaan Listrik dan Gas 10,15 17,45
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 3,48 11,15
6. Konstruksi 5,94 6,72
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 5,92 10,16
8. Transportasi dan Pergudangan 7,41 8,16
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 7,39 15,93
10. | Informasi dan Komunikasi 7,54 9,58
11. | Jasa Keuangan dan Asuransi 8,46 12,04
12. | Real Estate 4,92 10,64
13. | Jasa Perusahaan 4,23 9,05
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 3,88 9,19
15. | Jasa Pendidikan 7,35 11,92
16. | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 8,05 9,61
17. | Jasa lainnya 6,59 11,37
PDRB 6,04 9,90

Sumber : PDRB Kota Bukittinggi 2012-2016 dan BDA (diolah)

Pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi Tahun 2016 sebesar
6,04%, namun sektor pertambangan dan penggalian terkontraksi

sebesar 0,61%. Sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan
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tertinggi adalah sektor pengadaan listrik dan gas sebesar 10,15%.
Sektor-sektor yang sangat dominan sumbangannya terhadap total
PDRB Kota Bukittinggi, yaitu sektor tersier (sektor perdagangan,
hotel dan restoran, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan,

sektor listrik, gas, dan air bersih, sektor jasa-jasa).

Tabel 2.4.
Perkembangan PDRB Perkapita Tahun 2012 s.d. 2016

Berdasarkan Atas Dasar Harga Konstan dan Atas Dasar Harga Berlaku

Kota Bukittinggi

Uraian 2012 2013 2014 2015 2016
Nilai PDRB (dalam juta Rp) Atas
Dagar Harga Borlain (ADHE) 4.487.879 | 5.018.343 | 5.635.927 | 6.141.524 | 6.749.791
Atas Dasar Harga Konstan 4.069.017 | 4.324.423 | 4.592.478 | 4.873.746 | 5.168.023
(ADHK)
Jumlah Penduduk (jiwa) 116.075 118.260 120.491 122.621 124.715
PDRB perkapita (juta rupiah)
PDRB per Kapita ADHB 38,66 42,43 46,77 50,09 54,12
PDRB per Kapita ADHK 35,06 36,57 38,11 39,75 41,44

Sumber: BDA dan PDRB Kota Bukittinggi 2012-2016

Dari tabel terlihat perkembangan PDRB perkapita Kota

Bukittinggi mengalami kenaikan setiap tahunnya, hal ini
menunjukkan bahwa peningkatan jumlah penduduk diiringi dengan
penambahan pendapatan perkapita penduduknya yang mana hal ini
mengidentifikasikan pertumbuhan ekonomi yang cendrung stabil
dari tahun ke tahunnya. Cukup tingginya nilai PDRB perkapita dan
pendapatan regional pada beberapa tahun terakhir belum bisa
membuat kita berbesar hati jika tidak diikuti dengan peningkatan
daya beli masyarakat, karena dalam peningkatan ekonomi yang

cukup tinggi itu didalamnya masih dipengaruhi oleh inflasi.

2.1.4 Laju Inflasi

Inflasi yang merupakan proses peningkatan harga-harga
secara umum dan terus menerus dapat disebabkan oleh berbagai
faktor, antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat,
berlebihnya likuiditas pasar yang memicu konsumsi atau bahkan

spekulasi, dan adanya ketidaklancaran distribusi barang.

Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi

Pagel3



Laporan Keuangan 2018

Pada bulan Desember 2017 atau akhir tahun Ilalu,
berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik (BPS),
di Kota Bukittinggi terjadi Inflasi sebesar 1,37%. Inflasi Kota
Bukittinggi terjadi karena adanya peningkatan indeks pada ke tujuh
kelompok pengeluaran.

Ketujuh kelompok pengeluaran itu meliputi : kelompok bahan
makanan sebesar 1,15%, kelompok makanan jadi, minuman, rokok,
dan tembakau sebesar 0,17%, kelompok perumahan, air, listrik, gas,
dan bahan bakar sebesar 0,17%, kelompok sandang sebesar 0,01%
kelompok kesehatan sebesar 0,01%, kelompok pendidikan, rekreasi,
dan olahraga sebesar 0,02% dan kelompok transpor, komunikasi,
dan jasa keuangan sebesar 0,02%.

Naik turunnya angka Inflasi menggambarkan seberapa besar
gejolak ekonomi terutama harga disuatu daerah dan lebih jauh lagi
dapat mencerminkan seberapa besar kemampuan daya beli
masyarakat terhadap barang di pasaran. Pemerintah melalui
jajarannya di tingkat pusat maupun daerah selalu berusaha untuk
menjaga stablitas ekonomi dengan mengendalikan harga barang dan
jasa pada tingkat yang wajar dan terjangkau oleh daya beli
masyarakat. Keberadaan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID)
berperan dalam membantu mengoptimalkan pengelolaan inflasi di
Kota Bukittinggi.

Laju inflasi merupakan suatu besaran yang menggambarkan
persentase perubahan harga pada suatu waktu dengan harga pada
waktu sebelumnya. Laju inflasi juga sering dipakai sebagai indikator
untuk mengamati stabilitas ekonomi khususnya dari sisi harga. Laju
inflasi Kota Bukittinggi untuk tahun kedepan diproyeksikan pada
angka 3-4%, karena hal ini akan dikendalikan melalui Tim
Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Laju inflasi merupakan
indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika
proses kenaikan harga berlangsung secara terus menerus dan saling
pengaruh mempengaruhi. Nilai inflasi Kota Bukittinggi dapat

digambarkan sebagai berikut:
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Tabel 2.5
Laju Inflasi Kota Bukittinggi Tahun 2011 — 2015
Uraian 2013 2014 2015 2016 2017
Inflasi Kota Bukittinggi (%) 7,43 8,89 2,99 8,19 1,38
Inflasi Sumatera Barat (%) 10,87 11,90 0,85 5,02 2.03

Sumber: BDA dan Berita Resmi Statistik

2.1.5 Tingkat Pengangguran Terbuka.

Tingkat  Pengangguran Terbuka (TPT) menunjukkan
persentase penduduk yang sedang mencari pekerjaan atau
mempersiapkan usaha, penduduk yang sudah mendapatkan
pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dan penduduk yang tidak
mencari pekerjaan karena sudah tidak mungkin mendapatkan
pekerjaan terhadap jumlah angkatan kerja.

TPT Bukittinggi tahun 2015 sebesar 6,04 persen. Angka ini
menunjukkan bahwa dari 100 penduduk yang termasuk angkatan
kerja, terdapat 6 orang pengangguran. TPT perempuan lebih tinggi
dibandingkan dengan TPT laki-laki, yaitu masing-masing sebesar
6,99 persen dan 52,1 persen.

Dalam beberapa dekade terakhir perempuan mulai secara
aktif memasuki lapangan kerja. Meningkatnya peran dan partisipasi
perempuan ini selain karena permintaan pasar, di sisi lain juga

karena adanya peningkatan kuantitas dan kualitas perempuan.

2.1.6 Indeks Pembangunan Manusia.

Pembangunan Manusia sebagai indikasi adanya
pembangunan melalui proses yang cukup panjang dan diukur
melalui besaran angka indeks, yang disebut Indeks Pembangunan
Manusia (IPM). Pertambahan penduduk secara kuantitas diikuti oleh
pembangunan dari sisi kualitas agar tercipta SDM yang sejahtera,
kompeten dan setara dengan SDM dari wilayah lain.

Untuk menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses

hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan,
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pendidikan, dan sebagainya digunakan angka IPM. IPM dibentuk
oleh tiga dimensi dasar, yaitu:

1. Umur panjang dan hidup sehat

2. Pengetahuan

3. Standar hidup layak.

Dimensi tersebut diturunkan dalam 4 (empat) indikator yang
dapat diukur yaitu: Angka Harapan hidup Sehat Saat Lahir (AHH),
Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS) dan
Komoditas pengeluaran perkapita. Kempat dimensi serta angka IPM
Kota Bukittinggi kurun waktu 2013-2017 tersebut dapat dilihat pada
tabel berikut :

Tabel 2.6
Indeks Pembangunan Manusia Kota Bukittinggi Tahun 2013 — 2017
Tahun Angka Harapan Lafnitas_;li(t;li ah Harapan Lama Pengeluaran Per IPM
Hidup (Tahun) () Sekolah (Tahun) Kapita (Ribu Rupiah)
2013 73,12 10,66 14,47 12.002 77,67
2014 73,12 10,71 14,65 12.137 78,02
2015 73,52 10,79 14,92 12.330 78,72
2016 73,60 10,98 14,93 12.475 79,11
2017 73,69 11,30 14,94 12.816 79,80

Sumber: BPS (Statistik Daerah Kota Bukittinggi 2018)

2.2,

Selama kurun waktu 2013-2017, seluruh variabel pokok
pembentuk IPM di Kota Bukittinggi mengalami kemajuan yang
mengindikasikan semakin baiknya kualitas pembangunan manusia
di Kota Bukittinggi. Data menunjukkan bahwa IPM Kota Bukittinggi
termasuk dalam kategori tinggi, yaitu sebesar 79,80 dengan angka
harapan hidup penduduknya sebesar 73,69 tahun, harapan lama
sekolah 14,94 tahun, rata-rata lama sekolah 11,30 tahun,
pengeluaran perkapita 12.816 (ribu Rupiah/Orang/Tahun). Semua
komponen IPM Bukittinggi berada di atas rata-rata Propinsi

Sumatera Barat.

Rencana Target Ekonomi Makro Daerah pada Tahun 2019
Kondisi perekonomian global saat ini masih cenderung
melemah, hal tersebut Dberpengaruh langsung  terhadap

perekonomian nasional, Provinsi Sumatera Barat dan khususnya
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perekonomian Kota Bukittinggi. Kerjasama regional Masyarakat
Ekonomi ASEAN (MEA) yang dimulai 1 Januari 2016 juga perlu
menjadi perhatian bagi perekonomian Kota Bukittinggi khususnya
terhadap kegiatan investasi dan pengembangan UMKM. Dengan
dimulainya MEA, pada satu sisi merupakan peluang karena pasar
semakin terbuka namun pada sisi lain merupakan tantangan yang
berimplikasi pada terbukanya arus barang dan jasa, modal, tenaga
kerja dan teknologi antar negara ASEAN.

Rencana target ekonomi makro Kota Bukittinggi Tahun 2019
yang terdiri dari beberapa indikator ekonomi diperhitungkan dengan
melihat perkembangan tahun sebelumnya serta asumsi-asumsi yang
mempengaruhinya. Gambaran target ekonomi makro Kota

Bukittinggi terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.7
Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kota Bukittinggi
Realisasi Proyeksi
No Indikator Makro Ekonomi Tahun Tahun
2014 2015* 2016** | 2017 | 2018 2019
1 PDRB.atas dasar Harga Berlaku 4.487.8 | 6.141,5 6.749,7 7.948 | 8.295 8.919,4
(Rp milyar) 7 7
2 PDRB gtas dasar Harga Konstan 4.592,5 | 4.873,7 | 5.168,0 5.549 | 5.883 6.649,8
(Rp. milyar) 7 4
3 Tingkat pertumbuhan Ekonomi/
PDRB harga konstan tahun 6,18 6,12 6,04 6,20 6,30 6,40
tertentu (%)
4 Tingkat Inflasi (%) 8,89 2,99 8,19 1,38 4,0 4,5
5 Struktur PDRB atas dasar harga
berlaku (%)
. PerFaman, Kehutanan, dan 1,46 1,42 1,38 1,28 1,26 1,24
Perikanan
e Pertambangan dan Penggalian 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
e Industri Pengolahan 7,27 6,80 6,56 6,45 6,30 6,28
e Pengadaan Listrik dan Gas 0,52 0,66 0,70 0,70 0,75 0,80
e Pengadaan Air, Pengelolaan
Sampah, Limbah dan Daur 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
Ulang
e Konstruksi 6,40 6,41 6,22 6,03 6,03 6,03
e Perdagangan Besar dan Eceran;
Reparasi Mobil dan Sepeda 32,71 33,51 33,59 33,11 33,15 33,17
Motor
e Transportasi dan Pergudangan 10,95 10,83 10,66 10,60 10,68 10,66
. Penyedlagn Akomodasi dan 4,93 5,44 5,74 5.85 5.85 5,97
Makan Minum
e Informasi dan Komunikasi 6,59 5,97 505 6,14 6,14 6,35
e Jasa Keuangan dan Asuransi 6,16 6,12 6,23 6,45 6,45 6,50
e Real Estat 3,51 3,57 3,59 3,36 3,35 3,23
e Jasa Perusahaan 0,67 0,68 0,67 0,61 0,61 0,63
e Administrasi Pemerintahan,
Pertahanan dan Jaminan Sosial 6,47 6,19 6,15 6,64 6,64 6,33
Wajib
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e Jasa Pendidikan 5,24 5,29 5,39 5,60 5,60 5,62
e Jasa Kesehatan dan Kegiatan 311 3.08 3.07 3.05 3.05 3.04
Sosial ’ ’ ’ ’ ’ ’
e Jasa lainnya 3,86 3,89 3,94 3,98 4,00 4,00
6 ’(I;/ir)lgkat Pengangguran Terbuka 3,93 6,04 6,04 3,62 3,54 3,52
0
7 Indeks Pembangunan Manusia
(IPM) (%) g 78,02 78,72 79,11 | 79,47 | 79,82 79,93

Sumber: Data tahun 2015 s/d 2016 dari BPS Kota Bukittinggi
Data tahun 2017 s/d 2019 hasil proyeksi dari Bappeda

Dari tabel diatas diketahui bahwa PDRB atas dasar harga
berlaku Kota Bukittinggi Pada tahun 2017 diproyeksikan sebesar
7.948,7 Milyar Rupiah dan tahun 2018 sebesar 8.295,7 Milyar
Rupiah serta tahun 2019 sebesar 8.919,4 Milyar Rupiah. Meskipun
secara riil terjadi kenaikan yang cukup siginifikan, namun kenaikan
tersebut belum bisa dikatakan terjadinya peningkatan produktivitas,
karena masih terdapat pengaruh inflasi yang menyebabkan koreksi
negatif terhadap daya beli masyarakat. Laju inflasi untuk tahun
kedepan diproyeksikan pada angka 3-4%, karena hal ini akan

dikendalikan melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah.

KEBIJAKAN KEUANGAN

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah. Menurut
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui
sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun
anggaran yang bersangkutan, sedangkan Belanja Daerah adalah
semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai
kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan,
serta Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik
pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-
tahun anggaran berikutnya.

Beberapa kebijakan penyusunan rancangan APBD Kota
Bukittinggi Tahun Anggaran 2018 antara lain :
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1. Kebijakan penganggaran yang berkaitan dengan gaji pokok
dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD)
disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji
pokok dan tunjangan PNSD termasuk pemberian gaji ketiga
belas dan gaji keempat belas yang tertuang dalam keputusan
akhir dalam Nota Keuangan Presiden;

2. Kebijakan Belanja Pemerintah, yang lebih mengutamakan
dana transfer ke daerah dan dana desa sebagai salah satu
instrumen penting dari desentralisasi fiskal dibandingkan
belanja kementerian/lembaga. Hal ini diarahkan untuk
memperkuat pendanaan pembangunan daerah dan desa guna
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan
mendukung pencapaian prioritas nasional;

3. Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai belanja yang
bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib untuk
terjaminnya kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar
masyarakat sesuai dengan kebutuhan Tahun Anggaran 2018;

4. Belanja Daerah dialokasikan untuk memenuhi 6 Urusan
Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar,
18 Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar dan 8

Urusan Pemerintahan Pilihan;

2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengelola daerah dan
mengurus rumah tangganya ditentukan oleh banyak faktor. Salah
satunya dapat diketahui dari kemampuan daerah dalam membiayai
dan memfasilitasi berbagai kegiatan pembangunan baik secara fisik
maupun non fisik, dalam rangka memberikan pelayanan yang
berkualitas dan tepat sasaran terhadap masyarakat. Untuk
memperkuat dan meningkatkan kemampuan daerah dalam hal
pembiayaan kegiatan dan pelayanan publik harus didukung dengan
kemampuan keuangan daerah. Peningkatan kemampuan keuangan

daerah dapat diperoleh melalui pengembangan sumber-sumber
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pendapatan daerah, penggalian dan pengelolaan potensi sumber-
sumber pendapatan daerah yang telah ada secara maksimal, dan
usaha-usaha lainnya sesuai aturan perundang-undangan yang
berlaku tanpa mengabaikan fungsi dan peranan pemerintah daerah
sebagai lembaga pelayanan publik.

Tingginya belanja pemerintah ini digunakan untuk membiayai
pembangunan diberbagai bidang dan sektor, baik pembangunan
fisik maupun non fisik. Keberhasilan suatu daerah dapat dilihat dari
PAD dan kemakmuran rakyatnya. Sehingga kemandirian suatu
daerah dapat dilihat dari seberapa besar kontribusi PAD terhadap
APBD daerah tersebut. Pada prinsipnya semakin besar sumbangan
PAD terhadap APBD akan menunjukkan semakin kecil
ketergantungan daerah terhadap pusat. PAD tersebut tidak hanya
berasal dari sumber pendapatan dan bantuan tetapi juga harus dari
potensi daerah itu sendiri.

Fokus pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang
merupakan gambaran potensi keuangan daerah pada umumnya
mengandalkan unsur pajak daerah dan retribusi daerah. Berkaitan
dengan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi, maka daerah
dapat menggali potensi dari berbagai sektor yang terkait dengan
retribusi. Sesuai dengan ketentuan pasal 285 Undang Undang
Nomor 23 Tahun 2014 yang mengatur sumber-sumber pendapatan
daerah, yang terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu terdiri dari: Hasil pajak
daerah, Hasil retribusi daerah, Hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan, Lain-lain pendapatan asli daerah
yang sah. Penerimaan pajak dan retribusi daerah Kota
Bukittinggin berlandasakan atas:

a. Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi

daerah dan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

b. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus

didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi

daerah Kota Bukittinggi serta memperhatikan perkiraan
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pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 serta
memperhatikan realisasi penerimaan pajak daerah dan
retribusi daerah tahun sebelumnya; dan

c. Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau
dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-
undang sebagaimana maksud Pasal 286 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah.

d. Penganggaran Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang dipisahkan dengan memperhatikan potensi
penerimaan Tahun Anggaran 2018 serta
memperhitungkan rasionalitas nilai kekayaan daerah yang
dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat
ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka
waktu tertentu, serta berpedoman pada Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman
Pengelolaan Investasi Daerah.

e. Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan
Pendapatan ini merupakan pendapatan yang bersumber
dari penjualan terhadap aset pemerintah daerah yang
tidak layak/ telah habis umur ekonomisnya. Dianggarkan
pada kelompok lain-lain PAD yang sah, objek belanja
Daerah Yang Tidak Dipisahkan;

f. Pendapatan bunga atau jasa giro dari dana cadangan,
dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis
Lain-lain PAD yang Sah, Obyek Bunga atau Jasa Giro
Dana Cadangan, rincian obyek Bunga atau Jasa Giro
Dana Cadangan sesuai peruntukannya;

g. Pendapatan atas denda pajak daerah dan retribusi daerah
dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis
Lain-Lain PAD Yang Sah dan diuraikan ke dalam obyek
dan rincian obyek sesuai kode rekening berkenaan;

h. Pendapatan dari pengembalian dianggarkan pada akun

Pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah
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dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek sesuai
kode rekening berkenaan; dan

i. Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik
Pemerintah Daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD
mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014
tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi
Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah
Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor
900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 Hal Petunjuk Teknis
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta
Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan
Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah.

2. Dana Perimbangan, meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil
Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.
Penerimaan dari dana perimbangan selalu terjadi peningkatan
dari tahun ke tahun antara lain dari Dana Alokasi Umum
serta diikuti dengan penerimaan dari dana DAK. Sementara
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak cenderung menurun
dengan beralihnya kewenangan pemungutan PBB P2 ke
daerah sehingga menjadi sumber penerimaan pajak daerah,
namun kemungkinan meningkat ada sesuai dengan
perkembangan perekonomian.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, meliputi Pendapatan
Hibah, Pendapatan Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari
Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian
dan Otonomi Khusus, serta Bantuan Keuangan dari Provinsi
atau Pemerintah Daerah Lainnya.

Pendapatan daerah yang Dbersumber dari Lain-Lain
Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai
berikut:
a. Dana Otonomi Khusus

Penganggaran dana otonomi khusus didasarkan pada

Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun
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Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan
mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi
Khusus Tahun Anggaran 2018.

b. Pendapatan yang bersumber dari dana transfer lainnya
Penggunaan Pendapatan yang bersumber dari dana
transfer lainnya harus berpedoman pada masing-masing
Peraturan/Petunjuk Teknis yang melandasi penerimaan
dana transfer lainnya dimaksud. Pendapatan daerah yang
bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat
umum maupun bersifat khusus yang diterima dari
pemerintah provinsi/Kabupaten Kota Lain dianggarkan
dalam APBD kota Bukittinggi, sepanjang sudah
dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan.

c. Pendapatan yang bersumber dari Dana BOS
Dana BOS merupakan alokasi yang ditransfer dari
Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kota Bukittinggi melalui
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Besaran alokasi
yang dianggarkan untuk Tahun 2018 merujuk pada

realisasi triwulan ke-2 Tahun 2017.

2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan
pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah kota,
yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Selain itu
pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja yang
bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran

dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
Dalam menyelenggarakan pembangunan daerah pada tahun

2018, ditetapkan kebijakan belanja daerah, diantaranya adalah :
1. Perencanaan belanja daerah dalam pelaksanaan program dan
kegiatan pada SKPD terkait disusun sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian tujuan

pembangunan daerah;
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2. Dalam rangka meningkatkan kapasitas serta peningkatan
pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah
daerah perlu dialokasikan dana penunjang yang tetap
berorentasi pada out-comes sesuai anggaran Kkinerja
pembanguan;

3. Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003
tentang Sistim Pendidikan Nasional yang mengamanatkan
bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah diwajibkan
mengalokasikan dana pendidikan minimal sebesar 20% dari
total anggaran belanja, maka Pemerintah Kota Bukittinggi
secara konsisten berupaya memenuhi amanah tersebut secara
bertahap;

4. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, Pemerintah
Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus
mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% dari total
belanja APBD diluar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2)
Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

5. Mendukung pencapaian visi dan misi kota melalui
penganggaran yang lebih besar pada potensi utama kota,
yaitu Bidang Pariwisata, Perdagangan dan Jasa, Pendidikan
dan Pelayanan Kesehatan;

6. Mendukung program-program yang berkaitan dengan upaya
pengentasan kemiskinan (pro poor) di Kota Bukittinggi;

7. Mengakomodir usulan pembangunan yang disampaikan
masyarakat dalam forum Musrembang;

8. Disamping infrastruktur penunjang penyelenggaraan
pemerintahan, pengalokasian dana juga ditujukan untuk
peningkatan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan,
irigasi, penerangan jalan umum serta sasaran dan prasarana
sanitasi pemukinan penduduk, perpakiran, terminal dan
lainnya dengan tetap memperhatikan pemanfaatan ruang
sesuai dengan peraturan daewrah kota Bukittinggi nomor 6
tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota
Bukittinggi Tahun 2010-2030 sebagaiman telah diubah
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2.2.3

dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Dearah Kota
Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030.

9. Selain itu belanja daerah digunakan untuk mendanai urusan
wajib dan pilihan, juga harus mendukung target capaian
prioritas pembangunan nasional tahun 2019 sesuai dengan

kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah.

Belanja daerah merupakan seluruh pengeluaran yang
dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendanai seluruh
program/kegiatan yang berdampak langsung maupun tidak
langsung terhadap pelayanan publik di daerah.

Dengan berpedoman pada prinsip—prinsip penganggaran,
belanja daerah tahun anggaran 2019 disusun dengan pendekatan
anggaran berbasis kinerja dan berimbang yang berorientasi pada
pencapaian hasil dari output yang direncanakan. Belanja daerah
tahun 2019 akan dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan
urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota
Bukittinggi, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan,
terutama terhadap target kinerja yang harus dipenuhi.

Kebijakan belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu
pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai,
belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi,
belanja bagi hasil, serta belanja barang dan jasa yang wajib
dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Selisih antara
perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib
dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan

untuk pagu indikatif bagi belanja langsung setiap SKPD.

Kebijakan Pembiayaan Daerah

Sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah pada Tahun
Anggaran 2018 diperkirakan berasal dari dari Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2017 dan pencairan
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2.3

dana cadangan pembangunan rumah sakit umum daerah. Adapun
Pengeluaran Pembiayaan Daerah merupakan semua penerimaan
yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
Pada Perubahan APBD tahun anggaran 2018 ini, pengeluaran
pembiayaan dialokasikan berupa Investasi Pemerintah Daerah pada
Bank Perkreditan Rakyat Jam Gadang sebesar Rp. 5.000.000.000,00
sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 7 Tahun
2017 tanggal 16 November 2017 tentang Penyertaan Modal Daerah
ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan

Rakyat Jam Gadang.

Indikator Pencapaian Target Kinerja Keuangan APBD
Untuk pencapaian target kinerja APBD pada Dinas
Perhubungan Komunikasi dan Informatika adalah dengan :
a. Pencapaian Pendapatan Daerah
1. Terlaksananya Retribusi Jasa Umum (Retribusi
Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi
Pengujian Kendaraan Bermotor)
2. Terlaksananya Retribusi Jasa Usaha (Retribusi
Pemakaian Kekayaan Daerah/Sewa Loket Terminal,
Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, dan
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus)
3. Retribusi Perizinan Tertentu (Retribusi Izin

Trayek/Angkutan)

b. Pecapaian target kinerja APBD melalui program — program sbb:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2 Prorgram Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan

S. Program Pengembangan Komunikasi dan Media Masa

Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi Page26



Laporan Keuangan 2018

10.
11.
12.

13.

Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan
Komunikasi

Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi
dan Informasi

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan
Fasilitas LLAJ

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan
Bermotor

Program Pengembangan Sistem Informasi (Aplikasi

Perangkat Lunak)
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BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BUKITTINGGI

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pendapatan daerah yang dianggarkan sebesar Rp. 8.622.652.555,-

sampai periode 31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 4.447.381.600,-

atau 51,58 %. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja pendapatan

daerah disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1.

Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja

Pendapatan Daerah

Persentase
Anggaran Realisasi
Uraian Pendapatan Pencapaian
(Rp) (Rp)
(%)
1 2 3 4
PENDAPATAN DAERAH 8.622.652.555,00 4.447.381.600,00 51,58
PENDAPATAN ASLI DAERAH 8.622.652.555,00 4.447.381.600,00 51,58
Pajak Daerah 0,00 0,00 0,00
Retribusi Daerah 8.622.652.555,00 4.441.354.000,00 51,51
Pendapatan Hasil
Pengelolaan Kekayaan 0,00 0,00 0,00
Daerah yang Dipisahkan
Lain-lain Pendapatan Asli
0,00 6.027.600,00 0,00
Daerah Yang Sah
JUMLAH 8.622.652.555,00 4.447.381.600,00 51,58

Dari tabel diatas terlihat bahwa:

a. Pajak Daerah 0% melebihi/kurang anggaran

b. Retribusi Daerah 41,49% kurang anggaran

c. Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 0%

melebihi anggaran

d. Lain-lain PAD yang sah 0% melebihi anggaran.

Belanja Daerah yang dianggarkan sebesar Rp.12.840.344.334,-

sampai keadaan 31

Desember

2018

terealisasi

sebesar Rp

10.929.373.501,- atau 85,12 % dari anggaran. Secara umum realisasi
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belanja yang kurang sebesar 14,88 % dari anggaran menunjukkan Dinas
Perhubungan dapat mencapai efisiensi di sektor belanja daerah, baik
melalui penghematan anggaran dari pelaksanaan kegiatan,

hasil

tanpa

mengurangi kualitas kegiatan ataupun melalui pengendalian
anggaran. Untuk lebih jelasnya ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja
belanja daerah ini disajikan dalam tabel berikut :
Tabel .3.2
Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja

Belanja Daerah

Jumlah Rupiah Bertambah/berkurang

Uraian Belanja Anggaran Realisasi o

(Rp) (Rp) Rp )
BELANJA 12.840.344.334,00 | 10.929.373.501,00 (1.910.970.833,00) | 14,88
BELANJA OPERASI 11.912.454.334,00 | 10.113.043.951,00 (1.799.410.383,00) | 15,11
Belanja Pegawai 8.890.920.831,00 7.987.721.590,00 (903.199.241,00) | 10,16
Belanja Barang dan Jasa 3.021.533.503,00 2.125.322.361,00 (896.211.142,00) | 29,66
BELANJA MODAL 927.890.000,00 816.329.550,00 (111.560.450,00) 4,43
Belanja Modal Tanah 0,00 0,00 0,00 0,00
Belanja Peralatan dan Mesin 665.390.000,00 591.457.750,00 (73.932.250,00) 11,11
Belanja Gedung dan Bangunan 222.500.000,00 185.294.900,00 (37.205.100,00) 16,72
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 0,00 0,00 0,00 0,00
Belanja Aset Tetap Lainnya 40.000.000,00 39.576.900,00 423.100,00 1,06
JUMLAH 12.840.344.334,00 | 10.929.373.501,00 (1.910.970.833,00) | 14,88

SURPLUS/(DEFISIT)

(4.217.691.779,00)

(6.481.991.901,00)

Dari anggaran belanja tahun 2018 yang telah ditetapkan terdapat

defisit sebesar Rp.6.481.991.901,-. Secara umum hal ini antara lain

dikarenakan:

1. Realisasi pendapatan yang tidak mencapai target

2. Kegiatan yang kurang atau tidak terealisasi sepenuhnya

Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi

Page29




Laporan Keuangan 2018

3.2. Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah
Ditetapkan
Adapun kendala yang dihadapi dalam pencapaian targetyang telah
ditetapkan adalah sebagai berikut :
1. Retribusi Jasa Umum
A. Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

a. Terdapat beberapa titik parkir penetapan target retribusi parkir
melebihi perkiraan potensi yang ada

b. Pada jam jam tertentu terjadi perebutan lokasi parkir oleh
pihak pihak tertentu.

c. Dilaksanakan beberapa kali kegiatan nasional, internasional
dan keagamaan di Kota Bukittinggi, sehingga beberapa kali
lokasi titik parkir dikosongkan, seperti kegiatan:

- Tour De Singkarak
- Hari Raya Idul Fitri
- Hari Raya Idul Adha
B. Retribusi Tempat Khusus Parkir

a. Penetapan target retribusi tempat khusus parkir melebihi
perkiraan potensi yang ada.

b. Dilakukan penghentian pemungutan Taman parkir depan
gloria karena lokasi tersebut dijadikan tempat penampungan
pedagang pasar atas

c. Penutupan jam gadang dan terbakarnya pasar atas
menyebabkan berkurangnya pengunjung ke Kota Bukittinggi
sehingga berpengaruh pada pendapatan retribusi gedung
parkir.

d. Lokasi gedung parkir yang lebih jauh dibandingkan lokasi
parkir lain sehingga pengguna jasa parkir lebih memilih parkir
di tempat lain.

C. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

a. Target yang dibebankan pada UPTD PKB terlalu tinggi.

b. KBWU Bukittinggi yang melakukan mutasi keluar daerah
Bukittinggi

c. KBWU Bukittinggi yang melakukan numpang uji di daerah lain
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d. KBWU Bukittinggi banyak yang tidak laik jalan
e. Berkurangnya armada angkutan umum perkotaan dan

pedesaan dengan adanya angkutan ojek online.

2. Retribusi Jasa Usaha
Retribusi Terminal

a. Angdes dengan trayek ke wilayah Kota Bukittinggi tidak
seluruhnya beroperasi setiap hari. Angdes membuat sistem shif
dalam beroperasi, bahkan untuk trayek tertentu dibagi menjadi
2 shift

b. Untuk hari-hari tertentu Angdes tidak masuk ke wilayah Kota
Bukittinggi, walaupun mendapat jatah/shift untuk beroperasi
pada hari itu. Hal ini dikarenakan adanya aktivitas pasar di
wilayah penyangga Bukittinggi, diantaranya Pasar Baso,
Palupuah, Kamang

c. Berkurangnya armada angkutan umum perkotaan dan

pedesaan dengan adanya angkutan ojek online

3. Retribusi Perizinan Tertentu
Retribusi Izin Trayek

a. Menurunnya pendapatan angkutan umum dengan adanya ojek
online sehingga pengusaha malas mengurus izin bahkan
banyak kendaraan tidak beroperasi lagi.

b. Kurangnya informasi dari pihak koperasi mengenai
perpanjangan izin trayek harus ada rekomendasi dari koperasi.

c. Kurangnya kesadaran dari sopir untuk pengurusan

administrasi kendaraan

3.3. Hambatan terhadap pencapaian Belanja Tahun 2018 pada Dinas
Perhubungan:
1. Program Prasarana dan fasilitas perhubungan
a. Pengadaan marka jalan
Kegiatan tidak bisa terlaksana karena jalan yang akan dimarka

tidak siap untuk dihampar, sesuai ketentuan jalan yang akan
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dimarka harus mulus dan lincin semetara jalan tersebut masih ada
galian PDAM.
b. Rehabilitasi/pemeliharaan rambu lalu lintas
Kegiatan ini secara anggaran tidak terlaksana sepenuhnya karena di
sesuaikan dengan kebutuhan pemeliharaan rambu dalam Kota
Bukittinggi
2. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
a. Lomba Tetib Lalu Lintas
Untuk tahun 2018 kegiatan Lomba Tertib Lalu Lintas tidak lagi
dilakukan paparan kegiatan namun tim penilai langsung
melakukan survey ke lapangan sehingga ada beberapa rangkaian
acara tidak dilaksanakan.
b. Penerangan/penyuluhan lalu lintas
Dengan anggaran yang telah direalisasikan sebesar 53% kegiatan ini

sudah dapat terlaksana sepenuhnya.
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BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah Dinas
Perhubungan Kota Bukittinggi

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan yang merupakan
pengguna anggaran/ pengguna barang dan oleh karenanya wajib
menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk
digabungkan pada entitas pelaporan.Dalam hal ini entitas akuntansi
adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah
Kota Bukittinggi dalam hal ini termasuk Dinas Perhubungan.

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu
atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan wajib menyampaikan laporan keuangan.Entitas
pelaporan menyusun laporan keuangan pemerintah daerah yang terdiri
dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan
atas Laporan Keuangan.Dalam hal ini penyusunan Laporan Keuangan
Pemerintah Kota Bukittinggi dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah Kota

Bukittinggi selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.

4.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Dinas
Perhubungan
Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
Pemerintah Kota Bukittinggi adalah basis kas wuntuk pengakuan
pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi
Anggaran.Basis kas juga dapat dilihat melalui Laporan Arus Kas.
Sementara basis akrual digunakan untuk pengakuan aset, kewajiban, dan
ekuitas dana yang tertuang dalam neraca. Basis kas untuk laporan
realisasi anggaran berarti bahwa pendapatan daerah dan penerimaan
pembiayaan diakui pada saat kas diterima di kas daerah, sedangkan
belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas
dikeluarkan dari kas daerah.
Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan
ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada

saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh terhadap keuangan
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pemerintah daerah (kas daerah), bukan pada saat kas diterima di atau
dikeluarkan dari kas daerah.

Dalam penyajian neraca dilakukan penyesuaian terhadap belanja
yang menghasilkan aset, kewajiban dan ekuitas dana dan disusun
berdasarkan basis akrual yaitu pengakuan hak atas aset dan timbulnya
kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima di atau

dikeluarkan dari kas daerah.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
Dinas Perhubungan
Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui
dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan pemerintah daerah.
Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai
perolehan historis.Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau setara kas
atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh
aset tersebut.Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal yang harus dibayar
kembali. Ekuitas dana diakui dalam periode berjalan dan akhir periode
akuntansi. Pengukuran pos-pos laporan keuangan seluruhnya
menggunakan mata uang rupiah.Transaksi yang menggunakan mata uang

asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi pada Dinas Perhubungan berkaitan
dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan
Pemerintah Kota Bukittinggi dalam hal ini termasuk Dinas
Perhubungan secara bertahap akan melaksanakan ketentuan yang
diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), sampai penyusunan Laporan
Keuangan Tahun 2017, untuk setiap pos-pos laporan keuangan Dinas
Perhubungan Kota Bukittinggi berpedoman kepada Lampiran II PP No.71
Tahun 2010 tersebut tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis
Kas Menuju Akrual. Secara umum prinsip-prinsip akuntansi yang
digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Dinas Perhubungan Kota

Bukittinggi yaitu :

Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi Page34



Laporan Keuangan 2018

4.4.1.

4.4.2.

4.4.3.

Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan kas yang menambah
ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang
bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu
dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan diakui pada
saat kas diterima pada kas daerah.Akuntansi pendapatan
dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan
penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah

dikompensasikan dengan pengeluaran).

Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran kas yang mengurangi
ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang
tidak akan diperoleh pembayarannya kembali. Belanja diakui pada

saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan.

Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau
dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan
dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan
diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun
masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk
sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa
bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara
karena alasan sejarah dan budaya. Aset diakui pada saat diterima
atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah. Aset
diklasifikasikan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset
tetap, konstruksi dalam pengerjaan, dana cadangan dan aset

lainnya.

A. Aset Lancar
Aset lancar adalah aset yang diharapkan segera dapat
direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam
waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar

meliputi kas dan setara kas, piutang dan persediaan, kebijakan
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akuntansi untuk masing-masing akun aset lancar diuraikan di

bawah ini:

1. Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal.

2. Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul
yang telah menjadi hak Pemerintah Kota Bukittinggi.

3. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau
perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung
kegiatan operasional Dinas Perhubungan. Persediaan diakui
pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau
kepenguasaannya berpindah. Persediaan dicatat di neraca
berdasarkan harga pembelian terakhir. Nilai persediaan
tahun 2018 yang dicantumkan di dalam neraca merupakan
persediaan yang masih ada sampai dengan keadaan 31
Desember 2018. Jumlah persediaan pada Dinas
Perhubungan merupakan hasil dari inventarisasi fisik (stock
opname) yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan atas

jumlah persediaan per 31 Desember 2018.

B. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa
manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam
penyelenggaraan kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh
masyarakat umum.Aset tetap dinilai dengan menggunakan
harga perolehan.

Dalam penyusunan Neraca Dinas Perhubungan Kota
Bukittinggi Tahun 2018, aset tetap diakui berdasarkan jumlah
belanja modal yang dalam penganggarannya telah mencakup
seluruh biaya administrasi/barang dan jasa, jumlah belanja
perencanaan, jumlah Dbelanja pengawasan yang telah
dibebankan pada periode berkenaan serta belanja pemeliharaan
aset. Aset tetap yang disajikan dalam Neraca Dinas
Perhubungan Kota Bukittinggi diklasifikasikan berdasarkan
kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas

operasional Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi sesuai dengan
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Kode Rekening Aset pada Lampiran E.I Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

Pada penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perhubungan
Tahun 2018 ini Pemerintah Kota Bukittinggi tetap menerapkan
Capitallization Thresholds yakni penentuan batasan biaya
minimal untuk dikapitalisasi sebagai aset maupun penambah
nilai aset. Penentuan tersebut dituangkan dalam Peraturan
Walikota Bukittinggi Nomor 43 Tahun 2013 tanggal 31
Desember 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan
Walikota Bukittinggi Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Kota Bukittinggi.

Jadi, pada Neraca Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi
Tahun Anggaran 2018 tidak semua aset yang perolehannya
dengan belanja modal dikapitalisasi sebagai aset baru, karena
telah ada batasan nilai minimal tersebut. Begitu juga dengan
belanja pemeliharaan dan rehabilitasi sedang/berat, terdapat
ketentuan batasan dan kriteria untuk dikapitalisasi sebagai
penambah nilai aset.Sampai dengan akhir Tahun Anggaran
Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi sudah melakukan

penyusutan/depresiasi terhadap aset tetap.

C. Aset Lainnya

Aset lainnya terdiri dari aset tidak berwujud dan aset
lain-lain.Aset tidak berwujud adalah aset non-moneter yang
tidak mempunyai fisik dan merupakan salah satu jenis aset
yang dimiliki oleh kementrian/lembaga/pemerintah daerah. Aset
dapat digolongkan kedalam aset tidak berwujud jika memenuhi
kriteria dapat diidentifikasikan, dikendalikan oleh entitas dan
mempunyai potensi manfaat ekonomi masa depan seperti
software komputer, lisensi, hasil kajian/pengembangan yang
memberikan manfaat jangka panjang, yang termasuk kedalam

kelompok aset lainnya pada Dinas Perhubungan Kota
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4.4.4.

4.4.5.

Bukittinggi adalah aset-aset yang telah mengalami rusak berat
dan telah diusulkan untuk dihapuskan sampai dengan akhir
tahun 2016 dan belum dilakukan penghapusan, maka telah

dipindahkan dari aset tetap ke pos aset lain-lain.

Kewajiban
Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu
yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar dari sumber
daya ekonomi pemerintah.Kewajiban diklasifikasikan ke dalam
kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
1. Kewajiban jangka pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka
pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam
waktu dua belas bulan sejak setelah tanggal pelaporan.
2. Kewajiban jangka panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang
jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu
lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.Kewajiban
dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban
pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.Aliran
ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan
penilaian karena perubahan kurs mata uang asing dan
perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar diperhitungkan

dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah yaitu
selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Ekuitas dana
diklasifikasikan menjadi tiga yaitu Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas
Dana Investasi dan Ekuitas Dana Cadangan. Ekuitas Dana Lancar
merupakan selisih antara Aset Lancar dan Utang Jangka
Pendek.Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara Aset
Tidak Lancar dan Kewajiban Jangka Panjang Ekuitas Dana
Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan

untuk tujuan tertentu.
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PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

BAB V

Tabel 5.1
PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
SKPD : 1.02.09. - DINAS PERHUBUNGAN

DINAS PERHUBUNGAN

Rincian dan Penjelasan Masing — Masing Pos Pelaporan Keuangan

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018

Kode Jumlah Realisasi
Uraian %
Rek Anggaran 2018
1 2 3 4 5
4. PENDAPATAN - LRA 8.622.652.555,00, 4.447.381.600,00, 51,58
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) -
4.1. 8.622.652.555,00) 4.447.381.600,00, 51,58
LRA
4.1.2. |Pendapatan Retribusi Daerah — LRA 8.622.652.555,00 4.441.354.000,00| 51,51
4.1.4. |Lain-lain PAD Yang Sah — LRA - 6.027.600,00 -
5. BELANJA DAERAH 12.840.344.334,00, 10.929.373.501,00 85,12
5.1. BELANJA OPERASI 11.912.454.334,00, 10.113.043.951,00 84,89
5.1.1. [Belanja Pegawai 8.890.920.831,00 7.987.721.590,00, 89,84
5.1.2. [Belanja Barang 3.021.533.503,00 2.125.322.361,00 70,34
5.2. BELANJA MODAL 927.890.000,00 816.329.550,00, 87,98
5.2.2. [Belanja Modal Peralatan dan Mesin 665.390.000,00 591.457.750,00 88,89
5.2.3. [Belanja Modal Gedung dan Bangunan 222.500.000,00 185.294.900,00{ 83,28
5.2.6. [Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 40.000.000,00 39.576.900,00, 98,94
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER 12.840.344.334,00/ 10.929.373.501,00| 85,12
SURPLUS/(DEFISIT) (4.217.691.779,00) (6.481.991.901,00)] 153,69
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5.1.1

5.1.2

Pendapatan LRA

Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

memiliki pendapatan yakni dari retribusi:

e Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum terealisir sebesar Rp.
2.759.022.000,- dari target sebesar Rp. 3.000.000.000,-

e Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor terealisir sebesar Rp.
279.237.000,- dari target sebesar Rp. 350.262.000,-

e Retribusi Terminal terealisir sebesar Rp. 224.140.000,- dari target
sebesar Rp. 979.275.000,-

e Retribusi Tempat Khusus Parkir terealisir sebesar Rp.
1.146.825.000,- dari target sebesar Rp. 4.257.115.555,-

e Retribusi Izin Trayek Angkutan terealisir sebesar Rp. 32.130.000
dari target sebesar Rp. 36.000.000,-

e Pendapatan Denda Retribusi terealisir sebesar Rp. 6.027.600,-
dari target sebesar Rp. O

Belanja

Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai terealisir sebesar
Rp. 7.987.721.590,- dari anggaran sebesar Rp. 8.890.920.831,-
Belanja Barang dan Jasa terealisir sebesar Rp. 2.125.322.361,- dari
anggaran sebesar Rp. 3.021.533.503,- sehingga Jumlah Belanja
Operasi terealisir sebesar Rp.10.113.043.951,- dari anggaran
sebesar Rp. 11.912.454.334,-

Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal meliputi:

Tanah : Rp. 0,-
Peralatan dan Mesin : Rp. 591.457.750,-
Gedung dan Bangunan : Rp. 185.294.900,-
Jalan, Irigasi dan Jaringan : Rp. 0,-
Aset Tetap Lainnya : Rp. 39.576.900,-
Jumlah Belanja Modal : Rp. 816.329.550,-

Dengan demikian Jumlah Realisasi Belanja sepanjang tahun 2018

adalah sebesar Rp. 10.929.373.501,-.
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5.1.3

5.1.4

5.1.5

Pendapatan - LO

Merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah
ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak
perlu dibayar kembali. Pada Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi
Pendapatan — LO diakui dengan metode tanpa penetapan, dimana
wajib  retribusi melakukan pembayaran langsung melalui
bendaharan penerimaan dan bendahara penerimaan langsung
melakukan penyetoran ke Kas Umum Daerah. Untuk tahun 2018
besarnya Pendapatan - LO yang diterima Dinas Perhubungan Kota

Bukittinggi adalah sebesar Rp. 4.447.381.600,-.

Beban

Merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam
periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa
pengeluaran atau konsumsi asset atau timbulnya kewajiban yang
terdiri dari :

Beban Operasi :

Beban Pegawai : Rp. 5.442.253.626,-
Beban Barang : Rp. 4.677.656.805,-
Beban Penyusutan/Amortisasi Beban : Rp. 2.009.679.476,-
Defisit Non Operasional Jumlah Beban : Rp. 3.916.299.201,-

16.049.864.108,-

Aset
Aset Lancar.

Aset lancar per 31 Desember 2018 meliputi:

Kas di Bendahara Pengeluaran : Rp. 0,-
Kas di Bendahara Penerimaan : Rp. 1.200.000,-
Piutang : Rp. 160.242.370,-
Penyisihan Piutang : Rp. (117.742.370,-)
Persediaan : Rp. 7.624.420,-
Jumlah Aset Lancar : Rp. 51.324.420,-
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Jumlah aset lancar pada tahun 2018 sebesar Rp. 51.324.420,-,
pada tahun 2017 menjadi Rp. 51.619.900,- berkurang sebesar
Rp.295.480,-

Aset lancar terdiri dari:

a.

Piutang

Jumlah piutang pada tahun 2018 Rp. 117.742.370,- terdiri dari
piutang pendapatan Rp. 83.758.020,- dan piutang lainnya Rp.
76.484.350,- terjadi penambahan piutang sebesar Rp.
42.500.000,- yang berasal dari potongan hutang melalui dapem
induk, potongan Kasda an. Nefi Efendi.

Penyisihan Piutang

Dilakukan penyisihan piutang pada tahun 2018 sebesar Rp.
117.742.370,- terdiri dari penyisihan piutang pendapatan Rp.
83.758.020,- dan penyisihan piutang lainnya Rp. 33.984.350,-

. Persediaan

Jumlah persediaan pada tahun 2017 Rp.14.490.900,- pada tahun
2018 menjadi Rp. 7.624.420,- berkurang sebesar Rp.6.866.480,-,
terdiri dari :
i. Persediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah persediaan alat tulis kantor pada tahun 2017 sebesar
Rp. 12.542.600,- pada tahun 2018 menjadi Rp. 4.723.420,-
berkurang sebesar Rp. 17.266.020,-
ii. Persediaan Alat Listrik dan Elektronik
Jumlah persediaan alat listrik dan elektronik pada tahun
2017 sebesar Rp. 471.000,- pada tahun 2018 menjadi
Rp.45.500 berkurang sebesar Rp. 425.500,-

iii. Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

Jumlah persediaan peralatan kebersihan dan bahan
pembersih pada tahun 2017 sebesar Rp 862.300,- pada tahun
2018 sebesar Rp 0,- berkurang sebesar Rp 862.300,-

iv. Persediaan Benda Pos

Jumlah persediaan benda pos (persediaan materai) pada
tahun 2017 sebesar Rp.615.000,- pada tahun 2018 menjadi
Rp. 0,- berkurang sebesar Rp.615.000,-
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Aset Tetap.

Pada tahun 2018 seluruh penambahan asset tetap dinilai
berdasarkan nilai perolehan yang berasal dari Belanja Modal dan
Belanja Pemeliharaan yang mengacu pada batasan minimum
kapitalisasi asset sesuai dengan peraturan Walikota Bukittinggi
Nomor 43 Tahun 2013 tentang kebijakan Akuntansi Pemerintahan
Kota Bukittinggi.

Jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2018 meliputi:

I Tanah per 01 Januari 2018 Rp. 8.823.250.000,-
Penambahan selama Tahun 2018 Rp. 0,-
Tanah per 31 Desember 2018 Rp. 8.823.250.000,-

II  Peralatan dan Mesin per 01 Januari 2018 Rp. 4.044.358.917,-
Penambahan selama Tahun 2018 Rp. 590.119.386,-
Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 Rp. 4.634.478.303,-

I Gedung dan Bangunan per 01 Januari 2018 Rp. 40.609.083.425,-
Penambahan selama Tahun 2018 Rp. 2.011.143.849,-
Gedung dan Bangunan per 31 Desember Rp. 42.620.227.274,-

IV Jalan, Jaringan dan Instalasi per 01 Jan 2018  Rp. 0,-
Penambahan selama Tahun 2018 Rp. 0,-
Jalan, Jaringan dan Instalasi per 31 Des201 Rp. 0,-

V  Aset Tetap Lainnya per 01 Januari 2018 Rp. 146.544.400,-
Penambahan selama Tahun 2018 Rp. 0,-
Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2018 Rp. 146.544.400,-

VI Konstruksi dalam pengerjaan per 1 Jan 2018 Rp. 0,-
Penambahan selama Tahun 2018 Rp. 74.296.800,-
Konstruksi dalam pengerjaan per 31 Des 2018  Rp. 74.296.800,-

VII Akumulasi Penyusutan 1 Januari 2018 Rp. (8.986.078.197,36)
Penambahan selama Tahun 2018 Rp. (1.508.434.667,64)
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2018 Rp. (10.494.512.865)

L. Tanah

Nilai Tanah pada neraca 2017 sama dengan neraca pada
tahun 2018 sebesar Rp. 8.823.250.000,-

II. Peralatan dan Mesin
Nilai peralatan dan mesin pada tahun 2017 sebesar

4.044.358.917,- pada tahun 2018 sebesar Rp.
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4.634.478.303,-

terdapat

penambahan

590.119.386,- yang berasal dari
Hibah dari asset PPKD, Belanja Modal Dinas Perhubungan

dan Unit Pemeliharaan Lpangan

sebesar

Rp.

Tabel 5.2
Daftar Mutasi Peralatan dan Mesin Tahun 2018
Keadaan per Mutasi Keadaan per
No Uraian Des 2017 Des 2018
B h Berk
Saldo Awal ertamba erkurang | giido Akhir
1. | Alat- Alat Bantu 149.100.000,- 51.932.250,- - 201.032.250,-
2. | Alat Angkutan Darat Bermotor 1.580.226.900,- 149.626.000,- - | 1.729.852.900,-
3. | Alat Bengkel Tak Bermesin 51.057.625,- - 188.000,- 50.869.625,-
4. | Alat Ukur 7.975.000,- 4.983.000,- - 12.958.000,-
S. | Alat Kantor 437.301.750,- 32.029.500,- - 469.331.250,-
6. | Alat Rumah Tangga 322.965.042,- 123.518.636,- - 446.483.678,-
7. | Komputer 242.195.600,- 180.863.000,- - 423.058.600,-
8. | Meja dan Kursi Kerja/Rap Pej 39.831.000,- - - 39.831.000,-
9. | Alat Komunikasi 51.693.000,- 47.355.000,- - 99.048.000,-
10. | Alat Keamanan dan Perlind 1.162.013.000,- - -1 1.162.013.000,-
Jumlah 4.044.358.917 590.307.386 188.000 4.634.478.303
II1. Gedung dan Bangunan
Nilai Gedung dan Bangunan pada Neraca Perhubungan Kota
Bukittinggi tanggal 31 Desember 2018 yang sebesar Rp.
42.625.202.274,-. Pada tahun 2018 ini terhadap gedung dan
bangunan terdapat beberapa mutasi, secara lebih rinci
mutasi tambah kurang asset gedung dan bangunan dapat
diuraikan dalam tabel dibawah ini
Tabel 5.3
Daftar Mutasi Gedung dan Bangunan Tahun 2018
Mutasi
No Uraian Saldo Awal Saldo Akhir
Bertambah Berkurang
1. | Bangunan Gedung 37.134.025.590 | 2.709.889.000 - 39.843.914.590
Tempat Kerja
2. | Rambu-Rambu 3.475.057.835 110.998.100 | 809.743.251 2.781.287.684
JUMLAH 40.609.083.425 | 2.709.889.000 | 693.770.151 | 42.625.202.274
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Reklas dari Gedung dan Bangunan sebesar Rp.
2.709.889.000 ke Gedung Parkir Permanen, yang terdiri dari :

Tabel 5.4
Daftar Penambahan Bangunan Gedung Tempat Kerja
No Nama Barang Jumlah Satuan Harga
Barang

1 Bangunan Garasi / Pool Permanen 1 Unit 2.095.830.000
Bangunan Garasi / Pool Permanen 1 Unit 223.059.000
Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1 Unit 391.000.000
JUMLAH 2.709.889.000

Iv.

VI

VII.

Penambahan rambu rambu berasal dari Belanja Modal
Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat yaitu 2 unit warning light

dan 1 unit perencanaan traffick light.

Jalan, Jaringan dan Instalasi

Pada tahun 2018 terdapat nilai jalan,irigasi dan jaringan
sejumlah Rp.0 dan jumlah pada tahun sebelumnya 2017
masih sama Rp.0, sehingga tidak ada pengurangan dan
penambahan pada tahun 2018

Aset Tetap Lainnya

Jumlah aset tetap lainnya pada tahun 2017 sebesar Rp.
146.544.400,- pada tahun 2018 tidak terdapat penambahan
maupun pengurangan asset

Konstruksi dalam Pengerjaan

Terdapat penambahan jumlah kontruksi dalam pengerjaan
dari tahun 2017 sebesar Rp. 0,- menjadi Rp. 74.296.800 yang
berasal dari DED Traffick Light. Nilai DED Traffic Lght
sebesar 83.583.900,- berupa perencanaan 9 titik traffic light
dalam Kota Bukittinggi dan telah dilaksanakan sebanyak 1
titik sehingga masih dalam pengerjaan 8 titik lagi dengan nilai
sebesar Rp. 74.296.800,-

Akumulasi Penyusutan
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Nilai akumulasi penyusutan tahun 2018 sebesar Rp.
10.494.512.865,- terjadi penambahan akumulasi penyusutan
dari tahun lalu sebesar Rp. 1.508.434.668,-

Aset Lainnya

Jumlah aset lainnya pada tahun 2017 sebesar Rp. 4.062.606.937,-

menjadi Rp. 37.995.080,- pada tahun 2018 yang berasal dari

a. Penambahan asset tidak berwujud sebesar Rp. 31.661.520,-

b. Pengurangan asset lain lain sebesar Rp. 4.056.273.377,00

5.1.6. Kewajiban
Pada tahun 2018 Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi tidak
memiliki kewajiban, baik kewajiban jangka pendek maupun

kewajiban jangka panjang.

5.1.7. Ekuitas dana
Ekuitas dana per 31 Desember 2018 meliputi:

Ekuitas Awal : Rp 45.893.03.412,-
Surplus/Defisit-LO : Rp (11.599.482.508,-)
RK PPKD : Rp 6.446.062.901,-
RA Aset PPKD : Rp 2.577.491.220,-
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan : Rp (281.853.582,64)
Mendasar

Koreksi Nilai Penyusutan Aset Tetap : Rp 495.648.928,36
Koreksi Nilai Penyusutan Aset Lain-Lain : Rp (145.329.908,-)
Koreksi Nilai Piutang : Rp 42.500.000,-
Koreksi Nilai Aset Lain Lain : Rp (674.672.603,-)
Ekuitas Akhir : Rp 45.893.603.412,-
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BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI
NON KEUANGAN / KEUANGAN NON APBD DINAS PERHUBUNGAN

6.1 Informasi Non Keuangan

6.1.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi

Struktur organisasi

pada Bagan struktur organisasi berikut ini.

KEPALA DINAS
Drs. ELVI SAHRI MUNIR, M. Si

KABID ANGKUTAN
ZULHENRI, S.Sos

KABID LALU LINTAS
DAN PARKIR
DRS, REKA SYAHRUL

KASI ANGKUTAN
BARANG
YULIANES MANSYUR,

M CITM CC

KASI MANAJEMEN DAN | —

REKAYASA LALIN
MARSHAL DANIL

KASI PERBENGKELAN
DETRI, S. Sos

KASI BIMBINGAN —

KESELAMATAN
EYULIA SAFENLS.ST

KASI ANGKUTAN
ORANG& TATA
TEKHNIK TERMINAL

ZULHENDRI,SH

KASI TATA TEKNIK
PERPAKIRAN DAN
WASDAL LALU LINTAS
FRINCE MARADONI, ST

Dinas Perhubungan selanjutnya dapat dilihat

SEKRE
Drs. SOSIAW

TARIS
VAN PUTRA

KEUANGAN

SUBAG PERENCANAAN DAN

YULINDA SUSIANA,

S.Sos

SUBAG UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
SUSI ELFISAH RINA, AMD

KEPALA UPTD PKB
ANHAR YAZID, A.Ma

I
KEPALA UPTD TERMINAL
DAN PARKIR
YOPIE INDRA

KEPALA TU PKB
HENDRA YANELFI

KEPALA TU TERMINAL
DAN PARKIR
SUHENDRA, SH
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6.1.2 Analisa Pencapaian Kinerja Non Keuangan Dinas Perhubungan

Kota Bukittinggi

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terealisasi sebesar
86 %.

2. Prorgram Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terealisasi
sebesar 95 %.

3. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
terealisasi sebesar 80 %.

4. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas
LLAJ terealisasi sebesar 23 %

5. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan terealisasi sebesar
83%

6. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
terealisasi sebesar 88 %

7. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas terealisai
sebesar 91 %.

8. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan

Bermotor terealisasi sebesar 93%.
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BAB VII
PENUTUP

Catatan atas Laporan Keuangan ini disusun sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dari laporan keuangan Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi, dengan
tujuan untuk membantu para pengguna laporan keuangan untuk memahami
Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas
dan Neraca Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi

Kami menyadari bahwa penyajian Laporan Keuangan ini masih belum
sempurna dan memerlukan koreksi lebih lanjut, baik dari segi isi maupun
format penyajiannya. Namun demikian dengan segala keterbatasan yang ada
kami berusaha untuk memberikan yang terbaik dalam rangka memenuhi
prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dengan mengungungkapkan
kejadian-kejadian baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan dalam
penatausahaan keuangan pada Dinas Perhubungan untuk Tahun Anggaran
2018. Dengan demikian diharapkan para pembaca dan pengguna dapat
memahami secara komprehensif laporan keuangan Dinas Perhubungan ini serta
bebas dari kesalahan penafsiran. i

Dimasa-masa mendatang segala kekurangan dan kelemahan yang ada
dalam pengungkapan Catatan Atas Laporan Keuangan ini akan diperbaiki dan
disempurnakan sesuai dengan perkembangan peraturan, pengetahuan dan
pemahaman dalam penyusunan laporan keuangan sehingga
pertanggungjawaban keuangan Dinas Perhubungan akan semakin akurat,
* transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.

- Sekian dan terima kah.

Bukittinggi, Januari 2019
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BUKITTINGGI

Drs. ELVI SAHRI MUNIR, M. Si
NIP. 196303021986031034
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PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
SKPD : 1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018

fode Jumlah Reslisast Lebib/(Korang)
Uraian
Rekening Anggaran 2018 Rp %
! 2 3 ) 4 E] 6

4. PENDAPATAN 8.622.652.555,00 4.447.381.600,00 (4.175.276.955,00) 5158
4.14. Lain-Jain PAD Yang Sah - 6.027.600,00 6.027.60!,1!(3 -

JUMLAH 8.622.652.555,00 4.447.381.600,00 (41 75,17n.955,w)f 51,58
5 BELANJA 12.840.344.334,00 10.929.373.501,00 (1910.970.833,00) 85,12
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.592.818.831,00 (386.546.205,00) 9L
5.LL Belanja Pegawai 4.592.818.831,00 (386.546.205,00) 91,58 |
5.2. BELANJA LANGSUNG 8.247.525.503,00 (1.524.424.628,04]
5.2 Belanja Pegawai

SLZ Belanja Baran, m
5.23. Belanja Modal 927.890.960,00 816.329.558.08 (111.560.458,
JUMLAH 12.840.344.334,00 10.929.373.501,00 (1.910.970.833,08)
SURPLUS/(DEFISIT) (4.217.691.779,60) (6.481.991.981,80)  (2.264.300.122.00)
PENGGIUNA ANGGARAN

IRR QY Permendagri 13

Py

Drs. ELVI SAHRI MUNIR, M.Si
NIP :196303021986031034

Hal: 1



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

SKPD : 1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018

Dalam Rupiah
Kode Jumiah Realisasi %
Rekening Anggaran 2018
1 3 4 5
4 APA 8.622.652.555,00 4.447.381.600,00 51,58 -

Permendagri 64

NIP :196303021986031034

6.2.2. - SURPLUS/(DEFISIT) (4.217.691.779,00) (6.481.991.901,00) 153,69 =
PENGGUNAANGGARAN
s. ELVIS MUNIR. M.Si

Hal




PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
DINAS PERHUBUNGAN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017

URAIAN 2018 2017 Kenaikan / (Va)
1 2 3 4 s
PENDAPATAN-LO 4.447.381.600.00 4,00 4.447.381.600,09 100,00

Pelayanan  Parkir  di  Tepi Jalan
Umum - LO
Penyedizan Pelayanan Parkir di Tepi Jalag
Umum - LO

Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban
Light Truck - LO

Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuld
Kendaraan Pepumpang dan Bis Umum -

Pendapatim Denda Remibusi P 1ji 4.272.400,00 8,00 4.272.400,00 190,00
,,,,,,,,,,,,, S e o R s SRR s e e
Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek 1.755.200,00 0,00 1.755.200,00 100,00

Lo
Jumlah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4.447.381.600,00 0,00 4.447.381.600,00 100.00

Lo

JUMLAH PENDAPATAN 4.447.381.600,00 0,04 4.447.381.600,00 100,00
Beban 16.046.864.108,00 LELE 16,046.364108,00 100,00
12.130.564.907,00 100,00
. sa2s3esm | 000
4.079.287.801,00 100,08

Hal: i




URAIAN 2018 2017 Kenaikan / %)
i 2 3 4 5
Beban Gayi  Pokok  PNS ! Uang 3.196.227.105,00 0,00 3.196.227.105,00 180,00
,,,,,,,,,,,,, sabat e L e e e e R L e e s e e e s
............. e e o o P SO oo ool RIS o SO L
_____________ Beban TujanganJaban-10__ | Assisoooomo| o) 15818000000 10000
,,,,,,,,,,,,, Bebun Tujagan Fangsiomal - 10 | 74sso0000| om0l 748500000 | 10000
,,,,,,,,,,,,, Beban Tusangan Fungsoral Umum - LO 14401500000 00 14401500000 | 10000
,,,,,,,,,,,,, ST T ) BT )
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 4 7.657.971.,00 4,00 7.657.971,00 100,06
_____________ SN P I o s AR el oS e e e
,,,,,,,,,,, BebmPenbulaanGgi-10 | sumel  om|  stemeol 10000
Beban Iwan Jaminan Kecelakaan Kerjd - 6.560.928,00 0,08 6.560.928,00 100,00
_____________ L e S I T ce e e SRR s L
AAAAAAAAAAAAA g et e it ki e s el MR R
... Db bt Pomunguin RewbosiDuersh | uzessssgo| ese|  nesmssool 1000
Beban  Insentif  Pemungutan  Retribusi 112.500.000,00 0,00 112.500.000,00 100,00
Daerah - Pelayanan Parkir di Tepi Jalag
,,,,,,,,,,,,, Umomied @ = o s b e s e G s b e s e
Beban  Insentif  Pemungutan  Retribusd 13.134.825,00 0,00 13.134.825,00 100,006
Daerah - Pengujian Kendaraan Bermotor
,,,,,,,,,,,,, TS e - D e L O e
Beban  Insentif  Pomungutan  Retribusi 1.350.000.00 0,00 1.350.000,00 100,00
Dachal amIEa ekl B S S el S s s e e e e e e e
g
oo,
100,00
Jwon
o
10000
108,00
Beban Persediaan  perangko, materai dan 2.815.000,00 0,00 2.815.000,00 100,00
,,,,,,,,,,,,, e e e L e e e S e e
Beban  Persediaan peralatan kebersihan dan 4.134.700,00 0,00 4.184.700,00 100,00
,,,,,,,,,,,,, sl e e et e e e e e ne o e
Beban Persediaan Bahan  Bakay 59.990.350,00 0,00 59.990.350,00 100,00
Midligate s s P = s s e o e e e e e
o
o
100,00
1000,
=
00
R0
o Wi
Sl
I,
L
L
Beban Jasa Premi Asurans 146.046.459,00 0,00 146.046.459.00 100,00
,,,,,,,,,,,,, Keschtafondealiena =c 2o & o o o b i s sl s e e
. Bebwn Peraan KendaramBermotor | 13510950000 | oo0| 131099000 | 10000
,,,,, o BebwlweSeie | eswewoel ool esimowoo| 1000
,,,,,,,,,,,,, Boban PengsantianSuku Codong | 2066400000 000 266400000 | 1000
ZLEKPI il 2




URAIAN 2018 2017 Kenaikan / (%)

i 2 3 4 5
Beban Bahon Balw Minyak/Gas  dan $2.713.000,00 4,60 $2.713.000,00 100,00
_____________ e e e e e ol e SRTEE semetten s o wi el e
_____________ Beban PajskKendaraan Bermotor | sumsoneo|  ogef 312990000 | 10000
Beban Pengecatan dan Perbaikan 8.085.000,00 0,00 8.085.000,00 100,00
,,,,,,,,,,,,, Kendaguane S0 0 0 - Dt el e e el s et e e s
. Beban ColakdanPorggandaan | mrsase| g 073947500 | 10000
,,,,,,,,,,,,, Beban Caak semosooge| o 254295000 10000
............. Beban Pengandsan | aaseersee| ool  t6509097500| 10000
_________ Beban Sewa Rumaly Gedung/ Gudang/Parkic | 300000000| © oge| 300000000 10000
______________ Bebus sonruamgrpatpenamuan | 300000000| ool 300000000| 10000
_________ Beban Makanan dan Miouman tosssszongo| K T
Beban makanan dan minuman  harian 92.759.500,00 0,00 92.759.500,00 100,00

pegawa!

Beban Barang Unmk Discrahkan kepada
Masyarakat/Pihak Kctiga

Beban  Honoratium  Panitia  Pelaksand
,,,,,,,,,,,,, LG SR S e

Beban Honorarium Tim Pengadaan Barang
dan Jasa

Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak
Ketiga/Masyarakat

Beban Uang untuk diberikan kepada Pihalg
Masyarakat

Beban Penyasutan  Alat  Bengkel Tald 1.197.925,00 0,00 1.197.925.00 100,00
_____________ Bomicil, Sosie sl e e e e e i S e D Sl T Sl e
,,,,,,,,,,,,, Bern Penyusatanlafllpor - b = 2onleb0gl. o 00000 o - @ Lananl oo
_____________ 1‘3@?(’“!‘??_!?'!:\5_@6{!7/_“’6}-!;2}{1{!)}'___”“7_H”_ . 72.760.000,00 0,00 - ‘72.76&000,00 100,00
_____________ Belun Peryusuan At Rumah Tangen | aswamon| ol eswoanw| o
ST Boban Penyusuan Pesltn Komputer | wswosoa| ) T )

Beban Penyusutan  Meja  Dan  Kursi 4.356.000,00 0,00 4.356.000,00 100,00
,,,,,,,,,,,,, Redpapmbelanit o o e b e St o b e sl e e et ] e

Hal: 3



URAIAN

Kenaikan /

1

4

Beban Penyusuian Alat Komunikasi

Beban Penyusutan  Alat Keamanan dan
_______________ PEUARREN, o oo oo
Beban Penyusutan Geduag dan Bangunan

Beban Penyusutan  Bangunan  Gedung

_____________ L
Beban Penyusutan Bangunan
Rambao-rambu

Amortisasi Aset Tidak Berwujud

14.009.600,00 100,00

SIPKD

Beban Detisit dari Kegiatan Non Operasional
...... LaInyas LAY o o s v smsamsmessn s
Beban Defisit dari Kegiatan Non Operasional
oo lamya-to b
Beban  Defisit dari  Kegiatan Noo 3.916.299.201,00 0,00 3.916.299.201,00 100,00
Op I Lainnya - LO
JUMLAH BEBAN 16.046.864.108,00 0,00 16.046.864.108,08 100,00
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI {11.599.482.508,00) 2.0 {11.599.482.508,00) 100,00
Bukidinggi, September 2016
PENGGUNA ANGGARAN

M.si
NIP :196303021986031034

Hal: 4



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

Jamiah (Rp)
Uraian
2018 2017
{ 2 ]
ASET 45.893.603.412,60 48.751.385.381,64

ASET LANCAR 51.324.420,60 51.619.900.00




Uraian

Jomlah (Rp)

Piutang Dividen

'Kolam Tkan




Uraian

Jomiah (Rp)

Tanah Tandus/ Rusak




Jomiah (Rp)

Uraian
2018 2017
1 2 3
Alat Komunikasi 99.048.000,00 51.693.000,00




Uraian

Jomlah (Rp)

Jaringan Air Minum




Jamlah (Rp)

(1.084.365.520,00)

Uraian
2018 2817
1 2 3
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud (20.714.380,00) {12.799.060,00)

(2.384.733.771,00)

45.893.603.412,08

48.751.385.381,64

___________ Utang BelanjaHibah

Utang Bantuan Sosial




Uraian

Jomlah (Rp)

1

Utang Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank

SIPKD

RK ASET PPKD 2.577.491.220,00 - 4,00
JUMLAH EKUITAS DANA 45.893.603.412,060 48.751.385.381,64
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 45.893,603.\412,00 48.751.385.381,64
Q,?‘\ NTA &
J @ ANGGARAN
/ &
iQ
DINAS
PERHUBU e

Hat: 7




DINAS PERHUBUNGAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

| ~ URAAN . 018 w7
EKUITAS AWAL 48,751,385,381.64 49,029,514,104.0
ISURPLUS DEFISIT LO (11,599,482,508.00) (9,225,360,016.00)
IRK PPKD 6,446,062,901.00 8,958,024,858.00
IRK ASET PPKD 2,577,491,220.00 R

iDAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN
BIJAKAN/KESAT AHAN MENDASAR

(281,853,582.64)

(10,793,564.36

Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Piutang 42,500,000.00

Koreksi Nilai Penyisihan Piutang B :“
Koreksi Nilai Aset Tetap = .
Koreksi Nilai Penyusutan Aset Tetap 495,648,928.36 (14, 195,564,36)!!

Koreksi Nilai Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Koreksi Nilai Aset Lain-lain

(674,672,603.00)

Koreksi Nilai Penyusutan Aset Lain-Lain

(145,329,908.00)

Selisih Revaluasi Aset Tetap

Lain-lain

MLAH EKUITAS AKHIR

45,893,603,412.00]

 48,751,385,381.64

PENGGUNA ANGGARAN

S

Drs, ELVI SAHRI MUNIR,M.Si
NIP. 196303021986031034



